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2.1 Tinjauan Pajak
2.1.1 Pengertizn Pajak
Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para
pakar, satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu
merumuskan pengertian’ pejak  sehingga mudah uniuk dipahami.
Perbedaan hanya terleiak pada sudut pandang yang digunakan oleh
masing-masing pihak pada saat rerumusken pengertian pajak.
Merurut Abut (2007:1} dalam bukunya yang berjudul Perpajakan
yang mengutip definisi dari P.JL.A Andriani bahwa yaitu :
Pajak merupakan iuran kepada negara yang dopat dipaksakan dan
ferhutang oleh veng Wajib  Pajak  membayarnya  menurut
peraturan, dengar tidek mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk dan yong gunanya adalah wuniuk membiayai
pengeluran  umum berhubungon demgan tugas negara untuk
menyelenggarakan Femeriniah.
Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Mardiasmo (2006:1)
mengutip definisi Rochmat Socmiiro yang menyatakan bahwa :
“ Pajak adalah iuran kepado kas negara berdasarkan undang-
undang, ( yang dapai dipaksakan ) dengan tiada mendapat josa
timbal (koniraprestasi) yang longsung dapat ditunjukkan untuk
membayar pengeluaran wnum ©
Berdasarkan nencarian melalui situs
hitp://ic.wikipadia.org/wiki/pajak, dinyatakan bahwa pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negera berdasarken undang-undang sehingga dapat

dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.



Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur sebagai berikut

1.

Merupakan iuran dari rakyat kepada Negera karena pajak dipungut
oleh Negara (Pemerintah Pusal maupun Pemeriniah Daerah) berupa
uang bukan barang.

Pajalc  dipungat  berdesarkan undang-undang  seria  aturan
pelaksanaannya. Sesuai dengan perubahaa ketiga UUD 1945 pasal
23A yang menyatakan bahwa “Pajak den pungutan lain yang bersifat
memiaksa untuk keperlaan Negara diatur dalam undang-undang”.
Tanpa jasa timbal baik atau kontraprestasi dari Negara yang secara
langsung depat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditanjukkan adanya koniraprestasi individual oleh Pemerintah.
Digunakan untuk membiayal rumah tangga Negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermantaat bagi masyarakat luas.
Pemunguian pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak
memenuhi kewajiban perpajakan dan dapai dikenakan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan,

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat peniing dalam kehidupan

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk merabiayai semua

pengeluaran  termasuk pengeluaran  pembangunan. Berdasarkan

pencarian  dari  situs  hup:/id.wikipedia.org/wiki/pajak  dan



membandingkan pernyataan Mardiasmo (2006:1) di dalam bukunya

yang berjudul Perp&j&kén menyatakan bahwa pajak mempunyai

beberapa fungsi, yaitu

1. Funggi Budgetair
Sebagai sumber pendapaian MNepgara, pajak berfungsi untuk
membiayai pengelueran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan
tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara
membutuhkan biaya. Bjava ini dapat diperoleh dari penerimaan
pajak.

2. Fungsi Regulerend
Pajak  sebagai alat untuk mengatur ataw  relakasanakan
kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekopomi.
Karena dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat
untuk mencapai twjuan. Conichnya dalam rangka menggiring
penanaman modal, baik dalam npegeri maupun luat negeri,
diberikan keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi
dalarn negeri, Pemerintal menetapkan bea masuk yang tinggi untuk
produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas
Dengan  adamya pajak, Pemerintab memiliki dana  untuk
menjalankan kebijakan vang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara



lain dengan jalan mengatw peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efekiif dan efisien.

4. Fungsi Redisiribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh Megara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk
membiayai pembanguan schingga dapat membuka kesempatan
kerja, yang pada akhitnya akan daset meningkatkan pendapatan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2006:5) dengan judul Perpajakan, pajak

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Gelongannya

Merupakan pembagien pajak yang sangat populer yang didasarkan

pada mekanisme pemunguiannya, yaitu :

a, Pajak langsung, vaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpabkan
kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, vaitu pajak yang pada akbirnya dapat

dibedakan kepada émng, lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk membedakan kedua jenis pajak ini, Sukardji
(2009:18) dalam bukunya yang berjudul PPN mengutip

pendapat John Smart Mill yang mempelopori pembedaan



entara pajak langsung dengan pajak tidak langsung dalam arti
ekonomis memberikan pengertian sebagai berikut:
A direct tax is owme, which is demanded from the very
persons, who it is intended or desired, sholud pay it.
Whereas, indirect taxes are those, which are demanded
from one person, in the expectation and infention, that he
shall indemnify himself at the expenses of another.
Secara ekonomis, uniuk membedakan antara pajak langsung
dengan pajak tidak lasgsung, di dalam buku dengan judul
PPN, Sukardji (2009:3) mengatakan bahwa perbedaan tersebut
dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu:

1) Penanggung jawab pajek (faxpayer), adalah orang yang
secara formil yuridis dibaruskan melunasi pajak, bila
padanya terdepat fakior/kejadian yang menimbulkan
sebab uniuk dikepakan pajak.

2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam fakianya
dalam arii ekonomis mzmikul beban pajak.

3) Pemilkul beban pajak adalah orang yang menurut maksud
pembuat undang-undang harus memikul beban pajak
(Destingiaris).

Jika ketiga unsur terdapat pada sescorang atau badan, maka

pajak tersebut adalah pajak langsung. Sedangkan, jika terpisah,
artinya unsur-unsur tersebut pada lebih dari satu orang, maka

pajak tersebut adalah pajak tidak langsung.

10



Dengan demikiar yang dimaksud dengan pajak langsung
menurut pengeriiaﬁ Amu ekonomi adalah pajak yang beban
pajaknya tidak EIEE}';%&? digeserkan/dialihkan kepada pihak lain
dan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya
dapat dipindalﬁm/ém] ihkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjektif subjek pajak, walaupun untuk menentukan
kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan
objeknya. |
Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objekiif, yéim pajak yang berpangkal pada objeknya,
tanpa memperhatikan keadzan diri Wajib Pajak. Keadaan
subjelctif subjek pajak tidak relevan,walaupun dalam kasus-
kasus tertentu ikut dipertimbangkan.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan,
Pajak Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.
3. Menurut Lembaga E%mmmgummmym

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yaag dipungut oleh Pemerintah Pusat
dan digunakan umﬁﬂg merbiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan aias Barang Mewah, Pajak Bumi dan

Bangunan, dan Bea Materai,



b. Pajak Daerah, vaitu pajak yang dipungut cleh Pemerintah
Daerah dan diganakan unink membiayai rumah tangga Daerah.
Pajak Daerah terdiri aias :
1) Pajak Propinsi
Contoh : Pajak Kendarean Bermotor dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.
2) Pajak Kabupaten/Kota
Contoh : Pajek Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo dalam buku nya yang berjudul perpajakan
(2007:19) sistem pemumgutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
1. Ojfficial Assesment Sysiem
Adalah suatn sistem pemunguian yang memberi wewenang
kepada pemerintah {ﬁﬁ%m&;} uniuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-¢irinya adalah
a. Wewenang untuk memberikan besarnya pajak terutang
ada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
¢. Utang pajék timsbul dikelnarkan surat keietapan pajak

oleh fiskus.
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2. Self Assesment System:

Adalah suatu sisiemn pemungutan  pajak  yang memberi
wewenang kepada Waiib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :
a. Wewenang uvatsk menentukan besernya pajak terutang ada
pada Wajib Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak akiif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak vang terutang.
c. Fiskus tidak ikut cempur dan hanya mengawasi.
3. Witholding System

Adalah  suatu sistern  pemunguian pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak
yang bersangkutan) wuntuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalak
Wewenang menentukan besasnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, piliek selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Tinjavan Metode Pembukuan
2.2.1 Pengertian Metode Pamnbuliuan
Pasal 1 angka 29 Undang-Undzng Nomor 16 Tahua 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan babwa :
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“Dembukuan adelak suaiu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untulk mengumpulkan data dan informasi kevangan
yang meliputi harta, kewgjiban, modal, penghasilan dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan borang aiau jasa,
yang ditutup dengan menvusur: laporan keuangan berupa neraca,
dan laporan labe rugi wnruk periode Tahun Pajak tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebui ada beberapa informasi kevangan yang

perlu disiapkan ketika menggunaksn pembuluan, yaitu:

1.

2.

Harta

Kewajiban

Modal

Penghasilan dan Biaya

Harga perolehan (perabelian) dan peyerahan barang atau jasa

(penjualan)

Selanjutnya digunekan ssbagai dasar untuk menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan Izba mgi.

Berikut ini Wajib Pgjak  yang Wajib Menyelenggarakan

Pembukuan.

Penyelenggaraan pembukuan tersedut wajib dilakukan cleh :

1. Wajib Pajak Badan

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atan

pekerjaan bebas, kecuali WPOP yang peredaran bruionya dalam

satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000
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2.2.2 Persyaraian Penyelengzaraan Pembukuan
Berdasarkan Pasal 28 avat 3 sampai dengan ayat 8 UU 16 Tahun
2009, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan dalam
penyelenggaraan pembukuan, vaitu:
1. Diiselenggarakan dengan remperbatikan  itikad baik dan
mencerminkan keadzan aiau kegiatan usaha yang sebenarnya.
“Itikad baikk (Ayvar 3), Pembukuan dan juga pencatatan
{ersebut  diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik
dan mencerminkan keadaan atau kegiatan ussha yang

sebenarnya.”

i~

. Diselenggarakan di ladonesia dengan menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam
behasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh
Menteri Keuangan.

“ Tata penulisen, (ayat 4), Pembukuan atau pencatatan harus
diselenggarakan di Indonesia dengen menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun
dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Kevangan.”

3. Diselenggaraken dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel

akrual atau stelsel kas.

“ Taat asas, (avat 5), stelsel akrual dan stelsel kas. Prinsip taat

asas adalah prinsip vang sama digunakan dalam metode
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pembukuan dengan tabun-rabun sebelumnya untuk mencegah
penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode
pembukuan risalaye dalam penerapan stelsel pengakuan
penghasilan, penggunaan tahun bukw, penggunaan metode
penilaian persediaan dan penggunaan metede penyusutan dan
arportisasi ”

. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku
harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

. Pembukuan sekureng-kurangnya terdiri atas caiatan mengenai
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan
dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang
terutang.

“Informasi minimal dalam pembukuan (ayat 7), Pembukuan
sekurang-kurengnya terdini atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian sehingga dapat dibitung besarnya pajak yang
terutang. Pengaturan  ini  dimaksudkan agar berdasarkan
pembukuan tersehur dapat dihitung besarnya pajak yang
terutang. Selain dapat dibitung besamnya Pajak Penghasilan,
pajak lainnya juga harus dapat dihiting dari pembukuan
tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Azas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan

harus mencatat juga jwmlsh harga perolehan atau nilai impor,
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jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari
barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atfas Barang Mewah,
jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dari kuar daerab pabean di dalam daerah pabean
dan/atau pemanfaztan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean
di dalam daerzh pebean, jumlah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan
demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau
sistem yang lazim dipakei di Indonesia, misalnya berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-
undangan perpajakan menentukan lzin.”

. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang
selain Rupieh dapat diselenggarakan oleh WP setelah
mendapat izin Menteri K.euangan.

_ Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan
data dari pembukuan yang dikelola secara elekironik atau
secara program aplikasi owline wajib disimpan selama 10
(sepulub) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau
tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat
kedudukan Wejib Pajak badan,

“Waktn dan tempat penyimpanan dokumen (ayat 11),

Pembukuan harus diselenggarakan i Indonesia. Buku, catatan,
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dan dokumen vang menjadi dasar pembukuan dan dokumen
lain termasuk hasil pengclahan data dari pembukuan yang
dikelola  secara  elekivonik  ataw  secara  program
aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di
indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempai tinggal Wajib
Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak
badan. Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan
para pibak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib
Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen
dan/atau  informasi tambaban uniuk mendukung bahwa
iransaksi yang dilakukar dengan pihak yang mempunyai
hubungan istimewa ielah sesuai dengan prinsip kewajaran
dan kelaziman ussha (PP 74 2011 pasal 10). Ketentuan
tersebut, dimaksudkan agsr apabila Direktur Jenderal Pajak
akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan
atau pencatatan yang diperfukan masih tetap ada dan dapat
segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencataian adalah sesvai dengan ketentuan
yang mengafr mengenai batas kadaluwarsa penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan

dokumen lain termasuk vang diselenggarakan secara program



15

aplikasi online harus dilakukan dengan memperhatikan fakior

keamanan, kelayvakan. dan kewajaran penyimpanan.”

2.3 Tinjauan Persturan Pemerintah RI Ne 46 Tahua 2013
2.3.1 Pengertian Peraturan Femerintah RI No 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013
merupakan peraiuran yang dibuat mengenai pajak penghasilan atas
penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang
remiliki peredaran bruto terientu. Fungsi dari dibvatuya PP RI No 46
Tahun 7013 ini adalah unfuk memberikan kemudaban kepada Wajib
Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu,
Pemerintah dirasa perlu memberiken perlukuan tersendisi ketentuan
mengenai penghitungan, penyetosan, dan pelaporan Pajak Penghasilan
yang terutang. Dalam PP RI No 46 Tahun 2013 Pemerintah
mengenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, aias penghasilan
dari uszha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu.

Dalam pasal 2 ayat (2) PP RI Mo 46 Tatun 2013 disebutkan bahwa
PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto {omset) berlaku bagi Wajib
Pajak dengan kriteria:

1. Wajib Pajak orang wibadi
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2. Wajib Pajak badan (CV, PT, dan bentuk usaha lainnya yang
termasuk ke dalara Waijib Pajak Badan) tidak termasuk bentuk
usgha tetap; dan

3. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari
jasa sehubungan dengan pekerjazn bebas, dengan peredaran bruto
tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajek.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) discbutkan bahwa PPh Final 1% dari
peredaran bruto tidak berlaku bagi:
a Wajib Pajak oramg pribadi yang melakukan kegiotan usaha
perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
Menggunaksn sarana atau prasarana yang dapat dibongkar
pasang, baik yang menstap maupun tidak menetap; dan
Menggunakan sebagian atan seluruh tempat untuk
kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat
usaha atau berjnalan.
b. Wajib Pajak badan vang belum beroperasi secara komersial;
atau
c. Wajib Pajak badan yang dalam jangka wakin 1 (satu) tabun
setelah beroperasi secars komersial memperoleh peredaran
bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus
juia rupiah).
Besaran tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1%

sesuai dalam pasal 3 ayat 1 yang mengatur tentang tarif pajak
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dalam PP RI No 46 Tahun 2013. Dalam hal peredaran bruto
kurnulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telab melebihi jumlah
Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupizh) dalam
suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak
Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sampai
akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dan jika peredaran bruto
Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 (empat
milier delapan ratus juia rupiah) pada suatn Tahun Pajak, atas
penghasilan yang diterime ateu diperoleh Wajib Pajak pada Tahun
Pajak berikuinya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan

Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4 Tinjauzn Pajak Penghasilan
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Perusahaan dalaim melakukan kegiatan usaha tidak akan terlepas
dari masalah perpajakan baik bagl perusahaan kecil maupun besar.
Pada umumnya kegiatan suaiu perusabaan berlansung untuk suatu
masa vang relatif panjang.

Pajak Penghasilan ( PPh ) adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan berupa gojl, honor / honorarium, upah, iunjangan, dan
pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri schubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan,

dan kegiatan.
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Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Pajak No 36 Tahun
2008 Pasal 1 (2009:89) adalah
“ Pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnva dalars suatu tahun pajak .
Subjek: Pajak Penghasilan
Subjek Pajak Pajek Pepghasilan adalah segala sesuatu yang
mempunyal potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi
sasaran untuk dikenaken Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan
dikenakon Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh
penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal
1 UU No 16 Tahun 2000 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib
Pajak adaiah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan ditentukan  untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungui pajak dan
pemotong pajak tertenfu.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008, Subjek Pajak
dikelompokkan sebagai berikut
1. Subjek Pajak orang Pribadi
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagal satu
kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Subjek Pajuk badan

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap ( BUT)
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Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No.
36 Tahun 2008 :

1. Kantor perwakilan negara asing;

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan aiau
pejabat-pejabat laiv dari negara asing dan orang-orang yang
diperbanmkm kepada mereka dengan syarai bukan negara
Indonesia dan di indonesia tidak menerima atan memperoleh
penghasilan di [uar jabatan atau peketjaannya tersebut serta
negara bersanghutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat Indonesia
menjadi anggota organisasi tersebut dan tidek menjalankan
usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia selain memberiken pinjaman kepada pemerintah
yang (ian,:su"ayaf. berasal dari iuran para anggota ;

4. Pejabat-pejebai perwakilan organisasi internasional.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak merupakan segala sesuatu ( barang, jasa, kegiatan,
atau keadaan ) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah
penghasilan , yaitu setiap tambahan kemampuan ckonomis yang
diterima atau diperoleh Waiib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayasn Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

name dan bentuk apapun.
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Penghasilan yang termesuk objek pajak adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperolch terrnasuk  gaji, upah,
iunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, vang
pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan
Jain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

2. Hadiah dari undian atan pekerjaan atau kegiatan dan
penghargaan;

3. lLaba usaha;

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk:

a. Keunitungen karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal;

b. Keuntungen yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya karenn pengalihen harta kepada pemegang
saham, sekutu atau anggota ;

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;

d. Keuntungan kersna pengalihan harta berupa hibah, bantuan
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga
sedarah delam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
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11,

13.
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pengusaha k»::{;ﬂ termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Ke:uaz‘nigaﬁg sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekezjaé&nﬁ kepemilikan atau penguasaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan;

2. Keuntungan kaémna penjualan atau pengaliban sebagian
atau selorab Eml@ penambangan, anda turut serta dalam
pembiayaai, éama permodalan  dalam  perusahaan
pertambangaa.

Penerimaan kemhéﬁ% pembayaran pajek yang telah dibebankan

sebagai biaya; :

Bunga termasukg premium, diskonto dan imbalan karena

jaminan pengembalian wiang;

Dividen dengan rémm& dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari pems;ahaan asuransi kepada pemegang polis dan
pembagian sisa Ei&iSﬁ usaha koperasi ;

Royalty atau imba;la"n atas penggunaan hak;

Sewa dan pengh%sﬂm lain sehubungan dengan penggunaan
harta; |

Penerimaan atau ;fm“o.%ehaﬂ pembayaran berkala;

Keuntungan kwerréa perabebasan utang, kecuali sampai dengan
jumiah tertentu ya?ng ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Keuntungan kamnim selisih kurs mata vang asing;

Selisih lebih karera penilaian kembali aktiva;
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15.

16.

17.

19.
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Premi asuransi;
[uran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri deri WP yang menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas:

Tambahan kekayaan neto vang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajal;
Penghasilan dari usalia berbasis syariah;
Imbalan bungs schagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengamr mengenai Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajaken;

Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah sebagai berikut:

I.

Bantuan atau sumbangen termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
gtau sumbangan keagarmaan vang sifainya wajib bagi pemeluk
ggama yang diakui di Indonesia;

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan hurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil vang keteptuannva diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Kevangan, sepanjang iidak ada
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hubungan dengan wusaha, pekerjasn, kepemilikan, atau
penguasaan antara ﬁ)ih&k«pih@k vang bersangkutan;

3. Warisan;

4, Harta termasuk setoran tunai vang diterima oleh badan sebagai
pengganti ssham aatgm sebagal pengganti penyertaan modal;

5. Penggantian atau ifnbal&sn sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima émm dipercleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atan Pemerintah, kecuali yang
diberikan oleh bu%m Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan
pajak secara final éimu Wajib Pajak yeng menggunakan norma
penghitungan khtzém@ (deemed profit) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 UU PPh;

6. Pembayaran dari jpe:mmhﬁan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dmga;n asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
gsuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

7. Dividen atau bag:gim laba vang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas éeb&@mi WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN
atau BUMD dar: ;p@my@rtaan modal pada badan usaha yang
clidirikan dan bert@mpm kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Dividen b@maﬁ dari cadangan laba yang ditahan;
b. Bagi Pergér@&n Terbatas, BUMN dan BUMD yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
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memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lira persen} dari jumlah modal yang disetor;
Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik
yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
enghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
dalam bidang-bidang terfentu yang ditetapkan dengan
keputusan Menteﬁ Keuangan;
Bagian laba y:mg diteriina atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
Penghasilan vang diterirna atan diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagimi laba dari badan pasangan usaha yang
didiriken dan menjelankan usaha atzn kegiatan di Indonesia
dengan syarat badan pasangan usaba tersebut:

a. Merapakan perusabaan mikro, kecil, menengah atau
yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha
yang diteiapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
dan

b. Sahamnya fidak diperdagangkan di bursa efek di

Indonesia.



12. Beasiswa vyang memenuhi persyaratan ferieniu  yang
ketentuannya diatur lebih lapjut dengan atau berdasarkan
Peratoran Menie:rd Kevangan, yaitu:

a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari
Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti
pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di
dalam negeri maupun luar negeri;

b. Tidak mempuryvai hubungan istimewa dengan pemilik,
komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak
pemberi beasiswa,

¢. Komponen beasiswa terdiri dasi biaya pendidikan yang
dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian
yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya
untuk pembelian bukuy, dan/atau biaya hidup yang wajar
sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

13. Sisa lebih vang diterima atau diperoleh badan atau lembaga
nirlaba vang berperak dalam bidang pendidikan dan/atau
penelitian dan pengembangan, yang telah terdafiar pada
instansi yang membidanginyea, yang ditanamkan kembali dalam
bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan
dan/atan penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu
paling lama 4 (empet) iahun sejak diperoiehnya sisa lebih

{ersebui;
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14. Bantuan atau sanmnan  yang  dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara .}&Hiliﬁ.ﬁn Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,
yang ketentuamyaé diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Mentet Iéﬁlﬁzumlgml.

2.4.4 Pengursang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilmé dihitang dari  tarif dikalikan dengan
penghasilan kena pajak. ?P’@ngh&sﬁan kena pajak bagi wajib pajak
dalam negeri dan bem{méf: usaha tetap ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto di}:ma;qgi dengan pengurangan atau pengeluaran
tertentu. Pengeluaran  tersebut dinamakan dengan biaya/beban.
Menurut akutansi perpéﬁa%:m pengeluaran/beban/biaya yang dapat
dikurangkan dari pengimésé}m bruto dapat dibagi menjadi 2 (dua)
golongan yaitu: .

1. Pengeluaran /b@baznfbiaya yang mempunyai masa maniaat tidak
lebih dari satu mﬁmé yang merupakan biaya pada tabun yang
bersanglkutan, n&isaix{ya 22ji, biaya administrasi dan bunga, biaya
rutin pengolahan iinaﬁﬁ%a dan sebaginya.

2. Pengeluamn/bebm/éjia}/a vang memepunyai masa manfaat tidak
lebikh dari satu wh.m vang pembebannya dilakukan melalui
penyusutan  atau :«;ar:!mrf;iﬁasi,; misalnya aset tetap atau haria
berwujud, aset tak be;m&a‘%md dan lain-lain.

Penge:iuam&?hmf@iaym dalarn  perpajakan  tidak

sepenuhnya sama depgan menurut akutansai komersial. Dalam
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perpajakan, pengeimﬂ‘b@banfbiaya dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu:

1. Pengeluran /beban/biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan  bruto  (deductible  expense)  adalah
pengeluaran/beban/biaya yang memepunyai hubungan
langsning dengan usaha atan kegiatan untuk mendapatkan,
menagih, dan .nmmeiﬁ:ﬁma penghasilan yang merupakan
objek pajak vang pembebanannyz dapat dilakukan dalara
tahun pengsiuaran atau selama masa manfaaat atas
pengeluaran tersebut.

2. Pengeluran/beban/biaya yang tidak dapat dibebanklan
sebagai biaya ( non deductible expenses ) adalah
pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek
pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas
yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang
baik. Oleh karzna itu, pengeluaran yang melampaui batas
kewajaran yang dipengarvhi oleh hubungan istimewa tidak

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.4.5 Koreksi Fiskal
Uniuk menghitung Penghasilan Kena Pajak yang nantinya akan

menjadi dasar perhitungen PPh Badan, untuk keperluan perpajakan
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harus dilakuken koveksi fiskal. Sepermi dikutip dari Resmi

(2013:383), koreksi fiskal melipuii pengakuan pendapaian dan biaya

yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

1. Koreksi Fiskal Positif

Foreksi fiskal positif adalah koreksi yang akan mengakibatkan

rneningkainya laba kena pajak yang pada akhimya akan

membuat PPh Badan tehutangnya juga akan meningkat.

Koreksi fiskal posiiif digniaranya:

P

b,

d.

cl.

Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiaian usaha
perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
pendapatan

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP

.. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan,

amoriisasi, dan biaya vang ditangguhkan menurut WP lebih
tinggi.

Biaya yang didapat dari peaghasilan yang bukan
merupakan objek pajak

Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan

PPh Final

2. Koreksi Fiskal MNegaiif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang akan mengakibatkan

menurunnya laba kena pajak yang membuai PPh badan
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terutangnya juge skan roenurun. Koreksi fiskal negatif
diantaranya :
a. Biaya yang diakui lebih besar, sepertt penyusutan menurut
WP lebih rendal, selisih dari amortisasi, dan biaya yang
ditangguhkan pengakuaniya.
b. Penghasilan vang didapat dari penghasilan yang bukan
merupakan objek pajak.
c. Penghasilan vapg didepat dari penghasilan yang sudah
dikenakan PPh Final
2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan
Tarif pajak merupaken persentase tertentu yang digunakan untuk
menghitung besarnya PFh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia
dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU
No 7 tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir adaiah dalam UU No 39 tabun 2008) dan tarif lainnya.
Sistem penerapan tarif Pajok Penghasilan sesuai dengan Pasal 17

UU PPhL dibagi menjadi 2 (dua) vaitu :
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1. Terif Pajek Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 2.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Balam Negeri

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%

(lima puluh juta rupiah }
Diatas Rp. 50.000.000 ( limz puluh juta 15%

rupiah ) sampai dengan Rp. 250.000.000 (
dua ratus lima puluh juta rupiah )

Diatas Ep. 250.000.000 ( dua raius lima 5%
puluh juia rupish } sampai dengan Rp.
500.000.000 ( lima ratus juia rupiah )

Diatas Rp. 500.000.000 30%
( lima ratus juta rupiah )
Sumber; Waluyo, Perpajakan Indonesia,hal.111

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT )
Sesuai dengan Undang -~ undang Nomor 36 tahun 2008
tenteng Pajak Penghasilan Terutang Tavif PPh Pasal 31 hurof e
Wajib pajak dalam uegeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf b dan ayat (22} yang dikenakan atas Penghasilan Kena
Pajak dari  bagian peredaran  bruto  sampai  dengan
Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Perhitungan PPh  terutang  berdasarkan  Pasal 31E dapat

dibedakan menjadi dua yait
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a. Jika Peredaran brwto sampai dengan Rp 4.8060.000.000

muka perhitungan PPh teruiang yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Pajak PPh Badan
(50% X 25%) X 25% X Penghasilan
Penghasilan
PPH K ena Pajak dari bagian kena Pajak dari
Terhutang ~ bagian peredaran + peredaran bruto
bruto  vang
vang memperoleh tidak memperoleh
fasilitas
Fasilitas

Sumber; Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2008

b. Penghasilan bnuto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai
dengan Rp 50.000.000.000 maka pechitungan PPh terutang
vaitu sebagai berikui:

Perhitungan penghasilan kena pajsk dari bagian peredaran
bruto yang mempercleh {asilitas yaitu :
Tabel 2.3

Perhitungan Penghasilan kena pajak
Dari Bagian Peredaran Brute yang Mempercleh Fasilitas

RBp. 4.800.000.000 X Penghasilan
Peredaran Bruio . Kena Pajak

Sumber; Undangz-undang RI Nomor 36 tahun 2008

Perhitungan  Penghasilan  Kena Pajak  dari bagian
peredaran  brute yang tidak memperoleh fasilitas  yaitu
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang

memperoleh fasiiitas.
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2.4.7 Pajak Penghasilan Terhutang

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran
setiap bulannya ( PPh Pasal 25 )
2. Melalui pemotongan/permungutan oleh pihak ketiga maupun
dibayar atau terutang i luar negeri ( PPh 21,22,23, dan 24 )
Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang
herus dibayar seadiri oleh Wajib Pajak wntuk seiaip bulan
dalam tahun pajak berjalen sebagimana dimaksud dalam Pasal
25 UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU Neo 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Pembayaran angsuran setiap bulan itu snediri dimaksudkan
untuk meringznkan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak
terutang.
Angsuran PPL Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak
terhadap pajak yang terwiang atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak pada akhir tahum pajak yang dilaporkan dalam SPT

Tabhunan PPh.

2.5 Kerangka Berpikir
Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam suaiu tahun pajak adalah Pajak Penghasilan
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(PPh). Salah satu subjek pajak berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No 36 Tahun
2008 adalah subjek pajak badan. Objek pajak yang berkaitan dengan subjek
pajak badan antara lain laba usaha. Metode yang digunakan untuk
menghitung PPh terhutang atas laba usaba adalah metode pembukuan
dengan tarif 25%. Tetapi pada periengahen tahun 2013 diterbitkan PP Rl
No 46 untuk memberikan kemudzhan kepada wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu yaitu omset yang diperoleh selama satu tahun tidak
melebihi 4.800.000.000 dengan tari{ 1% dari omset,
Berdasarkan vraian di aias maka gamberan tentang penerapan PP
RI No 46 Tahun 2013 zian menggunakan metode pembukuan untuk
menghitung pajak teruiang, yang merupakan kerangka konseptual dalam
penulisan ini, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Keranghka Pemikiran

METODE L\

{
PEMBUKUAN | \""‘*\\-\\ 1"
‘;7:} PENGHASILAN
o TERHUTANG

2013

PP RI NO 46 TAHUN ;/»«/




